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Abstract

The question of being an object in this paper is about the reconstruction of land law in the view of Islamic law, how Islam also participates in the mapping of the fairness of the money, which is for the welfare of the ummah. In the case of the use of twisted land (land belonging to village government) is the question of whether the land is solely for the sake of the provision of the salaries of village officials or more than that for the purpose of Village development. This research is done using a qualitative approach with the intent to know how the existence of the information Village program in the view of rural residents is the target of the program. The data collection process relies on observation methods and interviews.
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A. Pendahuluan 
Allah telah menjadikan bumi untuk kepentingan bersama semua makhluk Allah. Tidak ada hak istimewa pada satu pihak atau kelompok untuk memonopoli atau menguasai bumi untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru yang ditekankan adalah bagaimana bumi itu dikelola secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Berikut beberapa petikan ayat-ayat al-Qur’an yang mendukung pernyataan itu:
Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Al-Rahman:10
وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ
  Artinya: Bumi diciptakan untuk semua makhluk (QS. Ar-Rahman :10).

Al-Qur’an surah Al-A’raf:24
وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين
    Artinya: Bumi diciptakan sebagai tempat hidup dan fasilitas bagimu hingga kini. (QS. Al-‘Araf :24)

Senada dengan isi kandungan ayat al-Qur’an di atas, mengenai dasar-dasar pen-dayaguna-an dan pemanfaatan bumi dan seluruh isinya, secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) telah memberikan dasar landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 Selain itu, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Gautama, 1997).
Ketetapan undang-undang Republik Indonseia diatas adalah tanggapan atas problem terbesar yang dihadapi oleh banyak Negara muslim dalam mewujudkan kesejahteraan social. Hal itu disebabkan adanya konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi. Jika situasi ini tidak segera dikoreksi dengan mengadopsi gerakan-gerakan perubahan yang diajarkan oleh syariah Islam tentunya, maka akan semakin sulit mencapai kemajuan yang berarti dalam mewujudkan tujuan-tujuan egalitarian Islam (Chapra, 2000).
Di wilayah-wilayah pedesaan, dimana banyak warga muslim bertempat tinggal, sejumlah kecil tuan-tuan tanah mengontrol sebagian besar petani, dan sejumlah pemilik modal besar memiliki kekuasaan monopoli akses keuangan. Para tuan tanah dan pemilik modal besar ini telah lama memegang kendali kekuasaan atas penduduk petani dengan modal terbatas dan lahan yang tidak seberapa. Pada akhirnya hal demikian menimbulkan kesenjangan ekonomi karena terjadinya eksploitasi penduduk miskin pedesaan, yang hanya dimanfaatkan oleh para pemilik lahan luas dan memiliki modal besar.
Oleh karena usaha dalam memperbaiki kondisi sosio-ekonomi masyarakat pedesaan adalah hal yang tidak sederhana, maka dibutuhkan gerakan land reforms yang berkisar pada ukuran kepemilikan tanah dan syarat pinjam-sewa yang memihak terhadap masyarakat kecil dengan lahan sempit dan modal terbatas.
Dalam situasi normal, Islam tidak memberikan gambaran mengenai batasan kekayaan individu. Akan tetapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Negara-negara muslim saat ini adalah upaya untuk memindahkan konsentrasi kekayaan yang berlebihan berdasarkan hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Islam memang memberikan otoritas kepada Negara untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan bagi terciptanya kemaslahatan ummat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. 




B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan  maksud untuk mengetahui bagaimana makna keberadaan program Desa Informasi dalam pandangan warga perdesaan yang menjadi sasaran program. Adapun proses pengumpulan data mengandalkan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada kondisi sosial masyarakat pedesaan yang rata rata mata pencahariannya adalah sebagaai petani. Lalu apa respon mereka melihat tanah bengkok itu dikelola oleh aparatur desa. Sementara itu wawacara dilakukan pada segenap informan kunci, seperti pengelola ,tokoh masyarakat, perangkat desa, dan informan lain yang dianggap mengetahui pola pemanfaatan tanah bengkok. Dalam riset yang sudah dilakukan, pelaksanaan desa pemanfaatan tanah bengkok ini dievaluasi secara komprehensif. Namun, untuk penulisan artikel ini Penulis hanya memfokuskan pada aspek yuridis Permendagri No. 04 Tahun 2007 dan Pandangan Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah bengkok oleh pemerintah desa.

C. Hasil dan Pembahasan
Tanah Sebagai Sumber Produksi
[bookmark: _ftnref10][bookmark: _ftnref11][bookmark: _ftnref12]Dalam perspektif ekonomi, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat esensial, sehingga dalam kepemilikannya ia sangat penting. Oleh karena itu kemakmuran suatu bangsa tergantung pada penyelesaiannya secara adil dan bijaksana dalam hal pertanahan. Di sektor pertanian, misalnya, petani tidak mungkin bekerja siang dan malam serta mengubah padang ilalang menjadi kebun-kebun jika ia hanya berstatus sebagai penyewa (Rahman, 1995).
Disamping mereduksi ukuran kepemilikan tanah, perlu juga untuk mereformasi syarat-syarat pinjam-sewa. Meskipun dalam kerangka mewujudkan keadilan antara pemilik tanah dengan penyewa lahan merupakan kesepakatan diantara kalangan para fuqha’ dan semua madzhab fiqih, tapi pada hakikatnya penyewaan tanah adalah salah satu isu paling controversial dalam literature kajian ilmu fiqh (Anto, 2003).
Sejumlah kecil fuqaha’ tidak membolehkan bagi hasil pertanian atau pinjam-sewa tanah pertanian karena mereka berpendapat bahwa pemilik tanah itu sendiri yang justru diwajibkan menanami apa saja yang dapat ia Tanami serta menghibahkan tanah yang tersisa kepada orang lain agar ditanami. Sementara ulama yang lain membolehkan bagi hasil pertanian akan tetapi melarang sewa tanah. Pendapat mereka ini disandarkan pada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., yang meskipun pada awalnya melarang akan tetapi pada akhirnya baginda Nabi membolehkan bagi hasil pertanian. Hal ini pada akhirnya menjadi praktek yang berkembang dan terus diterapkan oleh para sahabat dan para Tabi’in (An Nabhani, 1996).
Meskipun demikian, sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa kendati pinjam-sewa tanah pertanian itu diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Menurut mereka, bagi-hasil pertanian dapat dipilih sebagai alternative pertama karena dengan adanya tuntutan kepada kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap, untuk sama-sama terlibat pada saat mendapat kerugian atau ketika memperoleh keuntungan penggarapatan tanah pertanian, hal ini terasa lebih fair dan adanya nilai keadilan diantara keduanya (Al Bahiy, 1985).
Berbeda dengan pinjam-sewa tanah pertanian yang menjamin tuan tanah secara pasti memperoleh pemasukan tetap, sementara penggarap masih harap-harap cemas apakah akan memperoleh hasil ataukah tidak. Agar adil, para fuqaha’ yang membolehkan penyewaan tanah pertanian mencoba menjamin keadilan bagi penggarap dengan menetapkan sejumlah persyaratan bagi validitas kontrak pinjam-sewa. Misalnya menurut Imam Malik, sekiranya hasil panen tidak memadai dan cendrung gagal atau penyewa tanah tidak mampu berbuat banyak disebabkan adanya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, maka kontrak sewa menjadi tidak berlaku karena adanya resiko yang begitu besar dalam ketidak pastian/gharar (Manan, 1997).
Oleh karena petani yang tidak memiliki lahan sendiri posisinya sangat lemah, dan kemungkinan mereka akan terus demikian dalam jangka waktu yang lama, meskipun telah diberlakukan pemabatasan ukuran pemilikan tanah, konsep kontrak pinjam-sewa tanah pertanian akan tetap menjadi  salah satu sumber ketidak-adilan dan kemiskinan, jika ongkos sewa tanah terlalu tinggi sementara hasilnya belum pasti didapat (Kartasapoetra dkk, 1991).

Sistem Pengelolaan Tanah dalam Islam
Tanah merupakan faktor produksi yang penting, sering disebut sebagai faktor produksi asal atau asli (original factor of production). Tanah merupakan asal muasal dari segala kegiatan produksi. Tanah juga merupakan faktor produksi unik, sebab ia tidak diciptakan oleh manusia melainkan manusia tinggal memanfaatkannya. Keunikan tanah yang lain karena ketersediaannya yang sangat terbatas, dalam arti ia telah tersedia dalam jumlah yang tetap dan tidak diciptakan lagi. 
Karena penting dan uniknya karakteristik dari tanah ini maka baik kapitalisme maupun sosialisme memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya.Dalam pandangan ekonomi konvensional, tanah merupakan faktor produksi yang bersifat tetap (fixed) dalam penawaran. Total penawaran ditentukan oleh kekuatan-kekuatan non-ekonomi dan umumnya tanah tidak dapat diperluas meskipun harga lebih tinggi atau dipersempit meskipun harga rendah. Para ekonom klasik menyebut tanah sebagai “hadiah alam yang orisinil dan tidak ada habis-habisnya”, yang menurut definisi penawaran totalnya tetap atau tidak elastis sempurna (Samuelson dan Nordhaus, 1999).
Sementara itu, dalam pandangan Islam, tanah merupakan anugerah Allah yang harus dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Tanah tidak boleh ditelantarkan sebagaimana pula tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan sehingga merusaknya. Sebagaimana sumber daya alam lainnya, karakteristik unik yang dimiliki oleh tanah membawa kerumitan dalam penentuan harga dari tanah sebagai faktor produksi asal atau asli. 
Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah apakah pemilik tanah berhak menentukan harga sebagaimana seorang tenaga kerja menawarkan jasa tenaganya atau seorang pemilik mobil  menyewakan mobilnya, bagaimanakah kedudukan tanah sebagai faktor produksi, apakah penentuan harga tanah sama dengan penentuan harga barang dan jasa pada umumnya, dan sebagainya.
Hasil kerja seseorang dalam memproduktifkan suatu tanah, misalnya menghidupkan tanah mati (ihya’u al mawat) dan memagari tanah (tahjiir), juga dapat menjadi sebab kepemilikan. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti pagar (batas-batas wilayah kepemilikan), tanaman atau budidaya tanah lainnya, bangunan, dan lain-lain.
Dalam pandangan sosialisme, semua tanah adalah milik negara sehingga tidak seorang individupun dapat memilikinya. Sistem kepemilikan seperti ini jelas mengabaikan fitrah manusia atas keinginan memiliki, memelihara kepemilikan, dan menggunakannya untuk berbagai kepentingannya (Sulaiman, 1985).
Di samping itu, dalam prakteknya kepemilikan mutlak atas tanah dan sumber daya ekonomi lainnya oleh negara cenderung rawan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara demi kepentingan penguasa ataupun kepentingan kelompoknya.
Dalam pandangan kapitalisme (liberalisme), penghargaan atas kepemilikan individu benar-benar berlebihan sehingga seringkali tidak memperhatikan harmoni berbagai tingkatan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Kelompok kaya dapat menguasai tanah seluas mungkin dan bebas untuk memanfaatkannya atau tidak.
 sementara kelompok miskin terpaksa menjadi buruh dengan pendapatan yang rendah. Seringkali terjadi keadaan di mana sejumlah besar tanah milik masyarakat kaya dibiarkan menganggur (karena pemiliknya tidak sempat, tidak mampu, atau tidak mau mengolahnya), sementara banyak orang miskin yang tidak memiliki tanah sejengkalpun. Di sinilah feodalisme dapat tumbuh dengan subur (Simarmata, 1997).

Kewajiban Memanfaatkan Tanah
Seseorang yang memiliki hak milik atas tanah maka ia berkewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin. Hubungan antara kepemilikan dengan pemanfaatan adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Artinya, hak kepemilikan terhadap tanah menimbulkan konsekuensi kewajiban pemanfaatannya dan sebaliknya aktivitas pemanfaatan dapat menimbulkan konsekuensi hak pemilikan. Apabila seseorang tidak mampu memanfaatkan tanah tersebut maka sebaiknya tanah tersebut diserahkan kepada yang lebih mampu. 
Demikian pula apabila ia menganggurkannya atau menelantarkannya maka pihak lain dapat mengambilnya untuk kemudian memanfaatkannya. Lama waktu pengangguran tanah ini adalah 3 tahun. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw yang intinya menyatakan bahwa suatu hak milik dapat hilang karena ia menelantarkan hak miliknya tersebut selama kurun waktu lebih dari 3 tahun.
Dalam konteks perekonomian modern, proses pemindahan hak milik tanah sebaiknya dilakukan oleh negara, sebab jika setiap individu diperkenankan bertindak sendiri-sendiri maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan. Pada prinsipnya negara harus melakukan berbagai upaya yang diperkenankan oleh syariat Islam agar tanah tidak terbengkalai dan dimanfaatkan secara optimal. 
Sejalan dengan konsep di atas, masalah proses pemindahan hak milik tanah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal penelantaran tanah, pasal 27, pasal 34, dan pasal 40 UUPA menyebutkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) hapus karena ditelantarkan, namun hal ini sulit kiranya untuk memperlakukan sanksinya tanpa ada kejelasan mengenai kriterianya (Sumardjono, 1990).

Kontroversi Dalam Sistem Sewa Tanah
Pada umumnya, pengolahan tanah dapat mengambil dua bentuk dasar, yaitu: pertama, pemilik tanah mengolah sendiri tanah miliknya, dan kedua, pemilik tanah menyerahkan kepada pihak lain untuk mengolahnya. Bentuk pengolahan yang pertama relatif tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengolah sendiri di sini tidak berarti seluruh kegiatan pengolahan harus dilakukan sendiri secara teknis dan fisik oleh pemilik tanah, tetapi ia dapat membayar para pekerja untuk mengolah tanah ini. 
Sementara, bentuk pengolahan yang kedua, yaitu menyerahkan kepada pihak lain, dapat dibagi lagi menjadi dua macam penyerahan, yaitu: pertama, penyerahan secara cuma-cuma atau gratis dan kedua, penyerahan dengan imbalan. Menyerahkan tanah kepada pihak lain secara cuma-cuma untuk menggarapnya merupakan sikap mulia yang mencerminkan rasa persaudaraan dan kemurahan hati. Pada macam penyerahan yang kedua, yaitu penyerahan dengan pengenaan sewa, telah menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan atas sewa tanah ini muncul terutama disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami makna hadits-hadits yang relevan.
Dalam hal sewa tanah untuk pemanfaatan di luar pertanian, misalnya untuk industri, perumahan atau perdagangan, maka jumhur ulama berpandangan boleh (mubah). Tetapi, sewa tanah untuk pemanfaatan pertanian telah menimbulkan perbedaan pendapat. Pada dasarnya perbedaan pendapat ini dapat dibagi dua, yaitu: (1) yang membolehkan sewa tanah, dan (2) yang tidak membolehkan sewa tanah. Pandangan yang membolehkan sewa tanah dapat dipecah lagi menjadi tiga : pandangan pertama, yaitu sewa tanah lebih baik didasarkan atas sistem bagi hasil, bukan sistem sewa tetap. Pandangan kedua, yaitu sewa tanah lebih baik dilakukan dengan sewa tetap, sebab pada dasarnya tanah dapat dianalogikan (qiyas) seperti kekayaan lainnya. Pandangan ketiga, yaitu sewa tanah dapat dilakukan baik dengan sewa tetap ataupun sistem bagi hasil.
Sementara yang tidak membolehkan sewa tanah membawa implikasi bahwa penyerahan tanah untuk digarap pihak lain harus bersifat cuma-cuma, jadi tidak ada sewa dalam bentuk apapun. Jika tidak dapat mengolah sendiri tanah yang dimiliki maka harus diserahkan kepada orang lain (yang dapat menggarapnya) dengan tanpa perjanjian imbalan apapun, baik dengan imbalan bagi hasil maupun sewa tetap.
Tanah bengkok adalah istilah untuk satu bidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berasal dari adat-istiadat yang dimiliki desa,  karena tanah bengkok miliki pemerintah desa maka kemanfaatannya selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan para perangkat desa, mengingat dimasa lalu menjadi aparatur pemerintah desa adalah tugas yang sangat berat, sementara belum ada anggaran dari pemerintah terhadap kompensasi atas jerih payah para aparat desa dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, sehingga tanah setidak-tidaknya mampu memberikan angin segar untuk mereka, meski tak jarang dalam praktiknya tanah bengkok banyak yang disewakan bahkan sampai ada yang dijual.
Maka diharapkan kepada pemerintah agar mengatur kembali mekanisme pemanfaatan tanah bengkok. Sehingga tanah bengkok yang merupakan salah satu aset kekayaan desa, dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan kas desa demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat ini dikalangan masyarakat pedesaan masih terdapat adanya perbedaan pemahaman mengenai siapakah yang paling berhak menggarap tanah tersebut serta bagaimanakah sistem pemanfaatannya.
Tujuan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 adalah semua aset desa diharapkan memberi hasil guna yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga desa semakin mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.  Adapun pokok-pokok aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, adalah sebagai berikut : 
1. Pemerintah desa merupakan ujung tombak dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. 
1. Mengamanahkan kepada Badan Permusyawarata Desa (BPD) untuk berperan aktif dalam mengawal peraturan desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan mewujudkan pembangunan desa.
1. Tanah bengkok yang merupakan salah satu kekayaan desa yang saat ini dikelola dan merupakan pendapatan langsung bagi aparat desa, akan lebih efektif apabila dikelola pemerintahan desa melalui APPKD sehingga dapat memberikan penghasilan kepada pemerintahan desa. 
1. Mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan tanah bengkok  adalah pendayagunaan Kekayaan Desa melalui akad sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa. 
1. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu.
1. Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Keberadaan tanah bengkok adalah bentuk kepedulian pemerintah desa kepada para perangkatnya. Dengan adanya tanah bengkok tersebut para pejabat desa memperoleh penghasilan tambahan selain tunjangan dari pemerintah daerah sekalipun jumlah nominalnya masih jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR).
Sebagaimana yang terjadi pada Tanah bengkok yang ada di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dikelola berdasarkan asas musyawarah. Di tahun 2018, Kepala Desa Pakel bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membahas mengenai Peraturan Desa (PerDes) tentang pemanfaatan tanah bengkok. Lalu hasil akhirnya adalah menetapkan sewa tarif (akad sewa) bagi pemanfaatan tanah bengkok (hasil wawancara dengan bendahara desa Pakel). Itu artinya bahwa tanah bengkok tidak lagi melekat sebagai aset pribadi kepala desa melainkan aset desa yang kegunaannya untuk kepentingan umum.
Meski begitu, ada ketentuan tidak tertulis yang disepakati bersama bahwa tanah bengkok akan diprioritaskan penyewaannya bagi para perangkat desa, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan para perangkat desa. Hanya saja mengenai ketentuan harga sewa tarif tanah bengkok tersebut masih perlu dikaji ulang, sebagaimana harga sewa tanah pada umumnya. 
Menurut pengakuan pemerintah Desa Pakel, harga sewa tanah bengkok tidak disamakan dengan harga sewa tanah pada umumnya, hal ini dikarenakan yang menyewa tanah bengkok tersebut adalah para perangkat desa sendiri. Mekanisme penyewaannya tidak menggunakan sistem sistem lelang, akan tetapi menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan yaitu dengan cara memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para perangkat desa untuk menyewa tanah bengkok, alasannya adalah menghargai mereka sebagai orang-orang yang mengabdikan diri kepada desa.

Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam
Hal mendasar yang perlu dicermati sebelum membahas bagaimana status tanah bengkok yang dikelola untuk kesejahteraan perangkat desa adalah status kepemilikan tanah bengkok itu sendiri, jika kepemilikan sudah dianggap jelas maka kemudian peruntukannya akan juga menjadi jelas.
Tanah bengkok adalah tanah milik desa yang hak penggarapannya pada biasanya diserahkan kepada Kepala Desa. Namun sejak ditetapkannya UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Permendagri No. 1 tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, kedudukan dan status kekayaan desa khususnya tanah bengkok tidak lagi menjadi penghasilan tetap kepala desa, tetapi menjadi tanah kas desa yang pengurusan ditetapkan dalam APBDESA.  
Maka dalam Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Ihya’ ulumuddin juz 2 hlm 140, tanah bengkok tersebut dikategorikan sebagai  milkiatut daulah (milik umum) bukan milkiah khassah-fardiah (milik Pribadi), maka jika ada Kepala Desa yang telah memperoleh gaji tetap dari pemerintah namun masih memanfaatkan tanah bengkok untuk kepentingan pribadi, hal itu termasuk pelanggaran hukum Negara dan  pemanfaatan sesuatu yang bukan haknya.
Lalu apakah para Kepala Desa yang terlanjur menggarap tanah bengkok tersebut, masih wajib mengganti penghasilan yang selama ini mereka peroleh dari penggarapan tanah milik desa setelah mengetahui PP tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat, menurut hanabilah hasil tanah yang di kelola oleh kepala desa tidak menjadi miliknya, melainkan menjadi milik Negara atau menjadi APBD desa,  sebagaimana tanah itu sendiri, tetapi kepala desa atau pihak-pihak yang mengelolanya secara pribadi  berhak mendapatkan ganti rugi dari pengelolaan itu.
Sedang menurut jumhur ulama, hasil pengelolaan tanah itu menjadi milik kepala desa, akan tetapi ia berkewajiban membayar sewa tanah itu sesuai dengan harga standar, disamping itu ia wajib membayar kompensasi atas menurunnya kualitas tanah jika hal itu memang benar-benar terjadi. Keterangan di atas ada dalam Kitab Bugyatul mustarsyidin, juz 1 hlm 325 dan Al-fiqh al-islami wa adillatuhu, juz 4 hlm 431.
Pemanfaatan tanah bengkok di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi  pada saat ini sudah diatur dalam Peraturan Desa (PerDes) yang merujuk pada PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2007, isi keputusan peraturan desa tersebut menjelaskan bahwa tanah bengkok adalah aset kekayaan desa yang tidak boleh digarap siapapun (termasuk Kepala Desa) tanpa adanya akad sewa terlebih dahulu sebagai pemasukan terhadap kas desa.
Maka dalam pandangan hukum Islam, praktek pemanfaatan tanah bengkok yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan akad sewa adalah dibolehkan, sekalipun praktek sewa tanah masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. 
Meskipun demikian, sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa kendati pinjam-sewa tanah pertanian itu diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Menurut mereka, praktek sewa tanah banyak menimbulkan kecemasan bagi pihak penyewa karena belum bisa memastikan hasil panen yang akan diperoleh, sementara biaya sewa tanahnya sudah pasti.
Maka sistem bagi-hasil pertanian lebih bisa dipilih karena adanya tuntutan kepada kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penyewa, untuk sama-sama terlibat pada saat mendapat kerugian atau ketika memperoleh keuntungan penggarapatan tanah pertanian, hal ini terasa lebih fair dan adanya nilai keadilan diantara keduanya. Berbeda dengan pinjam-sewa tanah pertanian yang menjamin tuan tanah secara pasti memperoleh pemasukan tetap, sementara penggarap masih harap-harap cemas apakah akan memperoleh hasil ataukah tidak. 
Agar adil, para fuqaha’ yang membolehkan akad sewa tanah, mereka mencoba menjamin keadilan bagi penggarap dengan menetapkan sejumlah persyaratan bagi validitas kontrak pinjam-sewa. Misalnya menurut Imam Malik,  sekiranya hasil panen tidak memadai dan cenderung gagal atau penyewa tanah tidak mampu berbuat banyak disebabkan adanya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, maka kontrak sewa menjadi tidak berlaku karena adanya resiko yang begitu besar dalam ketidakpastian (gharar).
Kebanyakan ulama yang mendukung sistem sewa tanah dengan bagi hasil, misalnya madzhab Hanafi, Abu Yusuf, dan lain-lain, mereka berpendapat bahwa sistem ini lebih dekat kepada keadilan dibandingkan dengan sistem sewa tetap. Kerjasama muzara’ah atau musaqah dipandang lebih adil, mencerminkan sikap tolong menolong, dan lebih sehat bagi kegiatan ekonomi karena antara pemilik dan penyewa tanah akan bersama-sama menikmati hasil dan menanggung kerugian secara proporsional.
Akan tetapi juga banyak ulama yang tidak sependapat dengan sistem bagi hasil dalam pengolahan tanah ini, termasuk Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa: pertama, Rasulullah saw dengan tegas melarang mukhabira, yang dalam bahasa daerah di Medinah dianggap memiliki makna yang sama dengan muzara’ah, yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarap yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapat bagian tertentu. Kedua, membuat perjanjian pengolahan dengan menyewa tenaga kerja terlarang itu, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang pula. Ketiga, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tetapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itu, sistem ini menjadi terlarang.

D. Simpulan  
Dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok, hasil penelitian ini cenderung kepada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan kesepakatan antara pemilik dan penyewa tanah tentang porsi bagi hasil, akan tetapi hasil yang diperoleh baru diketahui setelah panen dilakukan. Sistem bagi hasil yang dilakukan atas tanah pertanian disebut muzara’ah dan apabila dilakukan atas perkebunan disebut musaqah.
Dengan sistem bagi hasil pertanian, tanah bengkok akan lebih terberdayakan untuk kepentingan ummat. Pemerintah desa dengan kemampuan finansialnya juga ikut serta dalam proses penggarapan lahan pertanian tanah bengkok. Mengingat hari ini aparatur pemerintah desa telah memperoleh perhatian penuh untuk urusan kesejahteraan mereka.
Hal selanjutnya yang perlu kemudian pemerintah desa juga harus lakukan adalah dengan mengundang para pakar pertanian untuk mengembangkan sektor pertanian di desanya, sehingga menjadi percontohan bagi masyarakat. Dan diupayakan agar pola pola pemanfataan dan pengelolaan tanah bengkok ini diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan proses pembanguanan desa sebagai sumber pendapatan asli desa yang memiliki nilai produktifitas yang tinggi, tidak hanya disewakan namun lebih pada pemanfaatan dalam sektor sektor lainnya semisal pengembangan agro wisata dan dan wisata edukasi, namun titik tekannya adalah bahwa tanah bengkok kini harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat hal ini senada dengan analisis hukum Islam dan analisis yuridis Permendagri No. 04 tahun 2007.
Inilah kiranya yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mengatur pola pemanfaatan tanah bengkok tersebut agar sesuai dan sejalan dengan ajaran atau hukum Islam yang berlaku.
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